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LEMBARAN DABRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT L
HULU SUNGAT SELATAN

NOMOR :7 TAHUN 199¢ SERI : D NOMOR SERI : 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I e
HULU SUNGAI SELATAN S
NOMOR : 3 TAHUN 1996 ~
TENTANG "
SUSUNAN CRUAIISAST DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT 1I HULU SUNGAI.SELATAN.
DENGAN RAELAT TUHAN YANG NMAHA ESh
SUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT 'HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa sehubungan dikeluarkannya Pedwman bagli -
Struktur Crganisasi Dinas rendapatan Daerah -
Tingkat II berdasyrakam Keputusan Menteri Dalam
legeri Nomor 23 tahun 1989, maka Susunan Urga-
nisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat I1 Hulu Sungai Selatan-
Nomor 25 4 Tahun 1988 Jo Perda Kabupaten Daerah

Tingkat IJ Hulu Sungai Selatan No.8 Tahun 1978
sudah tidak sesuai lagi ;

bahwa oleh karena itu Susunan Organisasi Dan -

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dimaksud di

tinjau kembali dengan menetapkan dalam suatu’'-

reraturan Daerah.

'Indang-U,dang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
»kok Ppmorlntahan di vaerah ;

indang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pom-

antulkan “aerah Tingkat I1 di Kalimantan ;

Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
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4e Ungaﬁg-Qnganﬁ Nomor 12 Tahyp 1985 tentang paj

‘*Bup1 dan Pangunan : - Jnk

: : i ¥ ' o

5. Peratungnyien egd Dalam Negeri .Nomqx.1l4 Tah

| ?'1974vte%?£ng-éénfuk Peraturan Daerah ;4 un -
Wl ;ﬁ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahyp

ng Pola Organisasi Pemerintahan Daeray

7

-

;.
i Dalam Negeri Nomor 363 Tahun

fMenter _
ang predoman fembentukan Susunan Crgani

Tata Kerja Dinas Daerah ;
f;Mentcri Dalam lNegeri Nomor 973-442 -
g8 tentang Sistem dan Prosedur Perpajak
letribusi Daerah dan Pendapatan Yae.ah lain
a +a femungutan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten /K, tamadya Daerah Tingkat II ;

m Negeri Nomor 23 Tahun -

an Menteri Dala
Tata Kerja-

tang Pedoman Org-nisasi dan
ringkat II.

1an Rakyat Daerah

uan Dewan Perwaks
Sungai Selatan.

ah Tingkat II Hulu

. §ENUTUSKEN: |
"ERATURAN DABRAH KABUPATEL 4 ERAH TINGEAT
1 SUSUNAY -

IT HULU. SU:GAT SELATAN TENTARG 5U°00 o
- ORGANISASL D&l PATA KERJA DINAS PM@'@LU '
- DAFRAH KABUPATEN DAERAF TIFGKAT IT 8527
~ SUBGAI SELATAN,
iy BAB I
. KETENTUAN UMUM
- . Pasal 1 Jksud
am Peraturan Daerah ini yang 4" gulu
ey ) .
dalah Kabupaten Daerah 7ingka? ’

Sungai Selatan ;
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b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Hulu Sungai

Selatan ;

¢. Bupati Kepala .Daerah: adalah Bupati Képala Daerah
: Tingkat II Hwlu Sungai Selatan;

d. Dinas Pepdaﬁgtan : adalah Dinas Pendapatan Daerah
Daecrah ~ - | Kabupzten Daerah Tingkat- II

: Hulu Sungai Selatawn.; - _

o. Kepala Dinasg : adalad Kepala Dinas Pendapatan

Laerah Kabupaten Daerah Tingkat
. . IT Hulu Sungai Selatan s .
f. Unit Penyuluh : acalah Unit Penyuluh Dinas Pen
: e dapatan Jaerah Kabupaten Dge-
¥ah Tingkat II Hulu Sungai -~
Selatan ;

g« Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Hulu Sungai Selatan-; '

h., Unit Pelaksana Teh: adalah Uni@ Peiakséha Tehnis -
nis ) Dinas Pengapatar Daerah Kabupa
E%{E%&E?h Tingkat II Hulu Sungai
BAB II \ '

KEDUDUKAN,TUGAS PUXOK
DAN FUNGSI.
Pasal 2,.°

(1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerin
tah Vaerah Tingkat II di Bidang Pendapatan Daereh,

(2) Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Kepala Daerah,

. Pasal 3.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan seba-

gd8n rumah tangga Daerah dalam Bidang Pendapatan Daerah -~

dan Tugasg-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala

Daerah kepadanya.
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ﬁntﬁk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasa]
3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah menm -

punyal fungsi : ‘ .
». melakukan perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberi ;
an bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan
tugas-twgas lain yang diserahlkan oleh Bupati Kepa
la Daerah kepadanya sesual dengan peraturan pérun

dang-gndangan yang berlakm ;

b. melakukan pendaltaran dan pendataan Wajib fajak -
dan Wajib'“éfﬁ?busi Daerah ;

membantu melakukan pekerjaan pendataasn obyek dan
subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jen |
" deral Pajak/Direktorat PBB,dalam hal menyempaikan

dan menerima kembali (SPOF)dajib Fajak ;

A

d. meflakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Ret
ribusi Daerah ;
membantu melakukan penyampaian S¢PT,SKP,STr dan -
" garana administrasi PBB laianya,yang diterbitkan
“olph Ditjen Pajak,kepada #ajib Pajak serta membantl
melakukan penyampasian DHPP yang ada dibawah pengé
aweagannys ;- : -

melakukan koordinasi dan pengawasan abas pekerjaal
penagihhn Pajak Daerah,Retribusi Dzerah dan Peneri
maan Aslinya Daerah lainnya, serta penagihan Pajé
Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh hienteri -
Keuangan kepada Daerah ;

Pasal 4. ’ l
|
|

Ao

Coe

h, melakukan tugas perencanaan dan pengendalianwﬂ"ra
sional dibidang pendataan penetapan dan penagihal
Pajak Daerah,Retribusi Daerah fenerimezan £sli Jae
rah dan PBB ;

si Jae

. ’ e l
i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak,Retribus
rah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB i

“
(B

Jj« melakukan urusan Tata Uszha.

_

Dipindai dengan CamQcanner
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B AB ,IITI
ORGANISAST .
Pasal 5 &
Susunan Qrganisggi Dinés;Pgndapatan Daerah ter
dird Ward @b 3. bt L ‘

a. hepala Dinag; o '

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pendaftaran'dan Péndataan :
d. Peksi Penetapan 4
e, Seksi-Pembukﬁan’danrfelaporaﬁ';
~ f. Seksi Penagihan _—

g. Unit Penyuluhan.

.
’

Pagal 7

. Untuk méyelenggarakan’fugas sebagaimana'fefsebut
dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata -
Usaha mempunyai fungsi®: 3, e

i -

f

‘8¢ melakukan'urusan umum 5.
melakukan urusan Kepegawaian ;
melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;

melakukan urusan keuangan.

‘ Pasal 8
ShbaBagain Usaha terdiri dari
. Urusan Umum ; |
Urusan Kepegéwaian :
Urusan keuangan,

T
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(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surai;
menyurat,keardipzo’rumah tangga, pembayaran gajl Pegaya:
dan perjalanan Dinas, serta pengadaan dan pemeliharaa¢
Perlengkapan.

(2) Urusan bepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pengefi
laan Kepeganaian 5 0

(3) Urusan Keuangen mempunyal tugas melakganakan Pengelola} 

laan Keuangan.
AN

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyaitugas melaksa .
nakan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan dajib Pajak Dacrah
dan Wajib “etribusi Daerah sertd Pendataan obyek Pajak dap
obyek retribusi Daersh dan mhmbantnrmnlakuhanifendabhan -5
Obyekatlan. suoyex PHB yang dilaksanakan oleh Direktorat - =
Jendersl Pajak. 3

Pasal 1°

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
pasal 10 Peraturan Dasrah ini. Seksi FPendaftaran dan Pende %
taan meémpunyai Zupgsi 3

128
-~

a. melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan #ajib Hetpj
busi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghlmp}
dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajek dan “‘etrd
busi Daerah, melalui pormolir Surat pemberitahuan {SPT)
serta pemerlksaan lokasi/lapangan atas tembusan Surat -

dinas dari instansi lain ;

b. menyusun Daftar Jajib Pajak dan Retribusi Daerah menylmf_
pan surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkait-
an Pendaftaran dan Pendataan ; ,

¢. membantu melakukan penyampaian surat Pemberltahuan Obyek'
Pajak (SPOP) PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jende
ral Pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kem-
ball isian SPUP tersebut dari waalb raJak. :
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Pasal 12.
Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:
a. Sub Seksi Pendaftaran ; |
b. Sub Seksi fendataan :
c. Sub Seksl Dukomentasi dan Pengelolazn Data.
SRS ‘ Pasgl 13.

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistri
busikan dan menertima- kembali formolir pendaftaran
yang telah diisl oleh Wajib P&jak dan Retribusi
Yaerah , mempuat laporan tentang formolir pendaf
taran Wajib Pajak dan Retribusi Yaerah, yang -
belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat
Calon Wajib Pajek dan Retribusi Daerah,menetap - -
nomor Pokok Wajib Pajak DaprehifiMBHED-)ar. h

(2) Sub Seksi-Pendataan mempunyai tugas menghimpun,-
mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pa
Jak dan retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan-
lapangan/lokasi dan melapoykan hasilnya serta mem
buat daftar mengenai formulir SPT yang belum di-
terima kembali, =

(3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data mem-
punyal tugas membuat dan memelihara Daftar Induk
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberi-

kan kartu pengenal NPWFD menyimpan arsip surat - f
perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan = ’
dengan pendaftaran dan pendataan, membantu mela-
kukan penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pa
Jak geptn pdperita Benbaldi iwput BPOP PEBésnlPa~
. #a:Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat-
" Jenderal Pajak. . -
Pasal. 14,

h  Seksi Penetapan mempunyai”tugaéfmelakéanakan per
. hitungen dan penetapan jumlah Pajak dan retribusi -
Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya ang

suran atas permohonan wejib pajak dan wajib Retribusi
erdasarkan surat Pemberitahuan Pajak terhutang

Daera?,b -
(SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP)PBB.

’ . -

S T T R CUR U RO SR
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Pasal 1D

Untuk menyelenggarakantugas sebagaimana tersey
lam pasal 14 Peraturan Yaerah ini, Seksi Penetapap ﬁ: da,
B TP,

nyai fungsi :
a. melakukan perhitungan penetapan Pajak dan Retrip,..
Daerah ; "L

br, melakukan perhitengan Jumlahan suran pemunpntan/
ran /penyetoran atas permohonan Wajib Pajak daj heigbiya
by

si Daerah, yang disetwjui ;

menefbitkan dan mendistrubikan serta menyimpar arsgn |
surat perpajkan dan Retribwsi vaerah yang berhaltanp'

‘dengan penetapan 3

d. membantu melakmkan peneraimaan SPPT PBB beserta DHPp 4
an

" dokumentasi PBB lainnya yang diterbitkan olch Direkgy
rat Jenderal Pajak, serta mendistribmsikan Kepala ypyy.

lainnya yang terkait.
Pasal 16.

Seksi Penetapan.terdiri dari :

&, Sub Seksi Perhitungan ;
b. Sub Seksi Yenerbitan Surat Ketetapan ;
¢. Sub Seksi &ngsuran

£ Pasal 17.

!

-(1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan per-

hitungan penetapap, penetapan secara jabatan dan penstz,.
pap tambahan Pajk Dan Ret¥ibusi vaerah | “

_(2)5ub Seks; Peneqpitan Surat fetsPwpme mempunyai tugas re
nerbitkdnSurat 'Ketatapan Pajak(SKP),Surat Ketetapan Retrl
busi (SKR),Surat Perpajskan isngsuran dan Surat Ketetaps
Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyzmpancﬁmb
surat pOrpajelan dan retribusi daerah serta membaniu -
Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penycmrziad ~
dan penyimpanan arsip SPPT PBB,serta DokumentP3® IW”"
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(3) Sub Seksi An

. @dan tunggakan PBBs

- 9 .

Pormon gsuran mempnnyal tugas menerima Surat

. onan Angsuran, menyiapkan surat Perpajakan

) gSuran dan. Surat Penolakan Angsuran Pemungutan
Pembayaran/penyetoran Pajak dan retridusi Daerah,

"Pasal 18:# I

it nSgksi«Pemhukuad'dén Pelaporan mépunyai thgas
mela S&nakan pembukuan dan pelporan meéngenai realisa
1 Penerimaan dan tunggakan pajak dan cetribusi Dae

rah ini, dan PBB serta pengolahan Benda Berharga.
| , 'Pgsal 19;

v t . _ o
. Untuk menyelenggarakan. tugas sebagaimana ter
but pasal 18 Peraturan Dasrah inl, Seksi Pembukuan
dan Pelaporan mempunyai fungsi : ' )

&. melakukan pencatatan mengenal penelitian dan pe
nerimaan dari pemungutan /pembayaran/penyetoran .
pajak retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak
dan Retribusi Daerah.serta kedalam Kartu Pengawas
an femba§aran PBB-(KPPBB 4) Daftar Himpunan Pokok
Bembayaran (DHPP);

Qf melakukan pencatatan mengenal penerimaan dan penge
luaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari
hasil pemungutan Benda BerBarga-j;. = . '
R X : . : "f . i

. ¢

Cce. menyiapkan laporan realfsasi penerimaan dan penge
luaran tunggakan pemungutan / pembayaran/penyeto
ran Pajak dan realisasl penerimaan pengeluaran -

‘.+dan sisa persediaan Bends:Berhargs secara bulanan

~ ,triwulan dan tahunan sérta realisasi .penerimaan

e

~

Pasal 20,
Seksi Pembukuen dan Pelporan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pembukuan Peneriman ;
b. Sub. Seksi Pembukuan Persediaan ;.
¢, Sub Seksi Pelaporan. -

Pagal 21.

Dipindai dengan CamQcanner
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(2).

(3)
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Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyal tugas Mengyy
dan mencatat gomwa SKP dan SKR dan Surai-surat Ketet
Pajak lainnya, serta SPPT ¥BB, menerima da? Mencasay
‘semua SKP dan SKR serta ketetapan Fajak lainnya Van

te¢lah dibayar lunas dan mencatat penerimaan /pembayarg
/penyetoran PBB serta menghifmng tunggakannya. an

ut:}
apax

-

Sub Seksi Bembukuan Persediaan mempunyal tuzas pgq
Lers Berharga , Bukti F 1
ma dan mencatat @anda —erima Pernarga , 1 feﬂerhmﬁ

an Bonda Berharga,Bukii Pengelmaran /P°ngambilan'3enda
Berharga,Penerimaan Uang Hasll pemwngmtan dengan Bepg,

Berharga serta menghitwng dan@herinci Siaa ferccdiaan~
Benda Berharga.

Sub Seksi Pelaporan mempunyal tufas menyiapkan lapopy,
priodikal mengenal reallsasi penerimaan dan Yanggakap.
pajak dan Retribusi Unerah serta PBB,menylapkan laporay
berkala mengenal realisasi penerimaan,dan persediaap .
Benda Berharga.

Pagal 22.

Sekgi Penagihan mempunyai tugas melakaznakan penagih

an Pajak ~aerah darn Retribwsi Yaerah yang telah melampauj
batas waktu jatuh tempo,melayani keberatan dan permohonan
banding,serta mengmmpulkan dan mengolah data sumber-gumber
penerimaan Yaerah lainnya diluar Pajak ~aerah dan Retribusi

Daerah.

Pagal 23.
Untuk menyelenggarakan.tugas terssbut dalam pagal 22

Peraturan Jaerah ini, Seksi Penagiban mempunyzi tugas

d.:

b.

melakukan kegiatan penagihan7Pajak Retribwael vaerah -

sesual dengan ketentuan yang berlzku ;

melakukan pelayanan kebcratan dan permohonzan banding -

sesual dengan batags kewenagannya ;

mengumpulkan dan mengolah data dan sumber-sumber pse
nerimaan lainnya diluar pejek dan retribusi Jaeran.

- - Pagal 24,

{‘
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(1) |

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 24.
Seksi Penagihan terdiri dari
Sub Seksi Penaghhan 5
Sub Sekgi Keberatan 1

smho~

Sub Ssksi Pengelolaan Penerimaan'sumber lain-lain

Pasel 25,

Sub §eksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan .dan
mendistribusikan surat menyurat dan mendokumentasi
yang berhubungan dengan penagihan. '

Sub Seksi Keberatan meémpunyai tugas menerima dan-
melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan ° m
Banding atas materi penetapan pajak dan retribusi
Daerah, menyiapkan keputusan ménerima ateu meno -
lak keberatan dan menruskan penyelesaian permohon
an banding ke Majelis Pértimbanganfajak.

Sub Seksi Pengelolaanpemberian sumber-sumber lain
lain mempunyai tugas mengumpulakan dan mengolah -
data sumber-sumbep penerimaan lainya diluar Pajak
dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Per
Undang-undangan yang berlaku,

Pasal 26
UNIT PENYULUHAN

Unit Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Unit seting
kat Sub Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Dinas.

Upit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan

dan melaksanakan kegiatan penyuluhan,informasi dan

v'penerangan,perpajakan dan Retribusi Daerah, Penda

patan Daerah lainnya, PBB gerta mengkoordinasikan
kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

Dipindai dengan CamQcanner
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B A B. _IV |
C4B4NG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKN7g

Pasal 27

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana»ieknis.Dinas Pada,Dinag
Pendapatan Daerah Peneraramnnya akan diatur sesuaj demﬁ;
feraturan Perundang-undangan yarg berlaku.

B A B V
TATA KERJA .
Pasal 28.

Dalam melaksanakan tugasnya,Dinas Pendapaten vaep,
mendapalen pembinaan teknis fupgsional dari Dinas fendapatar
Daerah Taingkat I. o ® '

Pagsal 29,

Fungsi Perencansan dan Pengendalian Operasional merupaksp
tugas langsung Kepala Dinas. |

~ Pasal 39.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerap
kan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan
Daerah maupun instansi-instarsi lain diluar Dinas Pep -
dapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala:Suyb Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Upit Pg -
nyuluhan harus.menerapkan prinsip-prinsip koordiansi ,-
integrasi sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bi--
dang tugasnya masing-masing. :

‘Pasal 131.

(1) Kepala'Dinas,Kepala Sub Bagian Tata Usaha,para hkepala -
- Seksi Bepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberi-
kan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melapor
kan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis
Jabatan masing-masing. |
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para hépala Seksi,Kepala
Unithenyuluhan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.
(3) - PawaKepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Fendapatan Yaerah
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Taia Uszha

-Kepala Seksi.
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BAB vVvI
KETENTUAN PERALIHAN
pasal 32

(1) Perubahan tipe organisasi dan penambahan atau pengurang
an satuan organisasi pada’ Dinas. Pendapatan Daerah  di
atur kembali sesual dengan Peraturan Peruhdang-undangan
yang ‘berdaku. :

(2) Bagan Susunan Organisasgi daﬁ Tata, Kerja Dinas Pendapatan <
¥ Daerah diatur sebagaimana tgrseguﬁ dalam Lampiran Peratu

ren <serah ini. ,
¥

- " BAB ¥iI.
KETENTUAN PENUTUP )
Pagal 33,

(1) Hal—hal'yangibelum diatur sepanjang mengenail pelaksanaan
Peraturan Daerah inl,akan diatur lebih lanjut dengan -
Keputusan Bupati Kepala Yaerah. :

(2) Dengan berlakunya Peraturan aerah ini,maka Peraturan-
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Hulu Sungai Selatan
Nomor 8 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Hulu Sungai Selatan, dicabut dan{ dinyatakan tidak-
berlaku. lagi. < <

YPasal 34.

Peraturan Jaerah ini mulai barieku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengenai, memerintahkan pengundangan Pe-
raturan Ugerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Dge
rah Kgbupaten Daerah Tingkat=IT Hulu Sungai Selatan,

Kandangan, 12 Maret 1996

. Jewan Perwakilan Rakyat Bupati Kepala vaerah Tingkat
‘Daerah Kabupaten Daerah TK.II II Hulu Sungai Selatan ,
i@ Hulu Sungai Selatan,

Ketua ,

cép. ttd. ” cap. ttd. _
M.YUSERAN.ANWAR BA, H. MOH. ARLAN, SH.

Dipindai dengan CamQcanner



’ - 14 -

. Disahkap oleh Gubarnu
Diundangkan dalam Lem Kepala Daerah Tingkatr

D ' Hulu
sszz:? g;fff:ﬁ L , Kalimantan Selatan .

' dengan Surab KGPUtunan
Nomor s 7 ,

Pada tanggal :22 Agustus 90. Nomor :‘le/uK"l/KUM
Tahggal : 26 Juni 199'.

Tahun =~ %gg:
Seri : D
Nomor Seri : T

/

- Spkretaris Wilayah/Daerah Tingkat IT
;// Hulu Spngai Selatan,

oY

| -f.((,zm.k/ —

Dra. IDEBRI: AZSANI.

. "IP, 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAl AHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

~~-~h#g DT ——

) A 0
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